
SALINAN

PEMERINTAH KAB UPATEN ]'-[]DIRI

PER.ATURAN DAERAH KABUPATE|{ KEDIRI

NOMOR II TAHLIN 2OO7

.IENTANG

PL]RUI]AHAN KETIGA ATAS PERATURAI{ DAEITAH

KABUPATHN KEDIRI NOMOR 21 TAHUN 2OO4 TENTANG KEDUDUKAN

PROTOKoI,ER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAi.I,\NGGC)TA DEWAN

],ERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABTII}ATEN K}]DIR I

DE}'{GAN RAHMAT TUHAN YANG M,I\HA ESI.

BUPATI KEDIRI,

Ivleninrbar.g a bahwa dengan telah ditetapkannytr Peraturan Pernerintah

Nomor 21 'fahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan' Pemerintah Nomor '.t4 Tahun 2004 tentang

Kedudukan, Prbtokoler dan Keuargan Pinrpinan clan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturai'i Menteri

Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2t)O'l tenlang Pengelornpokan

Kemampuan Keuangan Daeralr, Penganggaran dan

Pertanggu.rg;awaban Penggunaatt Belanja Penunlang

Operasional Pimpinan Dewan Perr,rakilan Rakyat Daerah ;erta

Tata Cara Pengem['ralian 1'unjani]urn l(omunikasi Intensif' clarr

Dana Operasional, maka Peraturi,rn t)aerah Kabupaten Kediri

Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dr:wan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana telah bebelapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri i.lomor 10 Tahun

2006, perlu disesuaikan dan diadakan perubah;ln ;
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b. bahwa berdasarkan pertimban:Jan sebagaimana dirnaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturar, Daerah I(abupaten

Kediri tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah

Nomor 21 Tahun 2004 tentang K.edudul<an Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Itakyat

Daerah Kabupaten Kediri ;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahrrtt 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timutr:

2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lt:rnbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, llarnbahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tal:tun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Rep,ublik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47. Tambahan Lembaratt Negara Republik Indonesia

Nomor 4286).

4, Undang-Undang Nomor 22 Tahurn 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Pennusyinl'aratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan D,terah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor ',12, l'arnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4.:110) ;

5. Undang-Undang Nornor I Tahun 11004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lernbaran Negara ReJrulllil: indor^esia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

15. Undang-Undang Nomor l0 '['ahun :2004 tt;ntang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (L:tnbaran Negara Reput,lik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor ai89);

',t. Undang*tJrrdang Nomor l5 '['ahun 2{)04 turrtang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung .latvab I(euangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indorres,ia Talrun 2004 I',lornor 66,

Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa00);
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8. Undang-U:rdang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonror 38

Tambahan Lembaran Negara Republil: Indonesia Nomor

4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nornor 8

Tahun 2005 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nornor 108, Tambahan l-embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548) ;

9. Undang-tJndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah

(Lembaran Ncgara Itcpublik Itid,rncsia Tahun 2004 Nornor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a$\;
10. Peraturan Pernerintah Nomor 2:t Talrun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara lilepublik Indonesia Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan l-embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

I 1. Peraturan Pemerintah Nornor 2:A Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuang,an Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Da,;rah (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20114 Nornor 90 Tarnbahan

Lembaran Negara Republik hrdonesia Nomor 4416')

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nornor lil Tahun 2OO7 (I-etntraran

Negara Republ:k Indonesia Tahun 2007 Nornor 47 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor' 4712) ;

12. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahu;r 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l,ernbaran Negara Republik

lndonesia 'farhun 2005 N<xror 140, Tanrbahan Lombaran

Negara Republik Indonesia Nomor ,1578):

1,], Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan

Pembinaan dan Pengawasan Peuyelenggarnan Perrerintnhan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005

Nomor 165, Tarnbahan Lernbaran Negara liepublik Indonesia

Nomor 4593);
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14. Peraturan I'residen Nomor I .l'ahun 
2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Ferundang-

undangan ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pengelornpokan l(emampuan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja

Penunjang Operasional Pirnpina.;r Dswan Pcrrvakilan Itakyat

Daerah serta 'fata Cara Pengenrbalian Tuniangan Korrtunikasi

Intensil'dan Dana Operasional ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2l Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler datt Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dervan Perwakilan Rakyarl Daerah Kabupaten Kediri

(Lembaran Daerah Kabupaten Kodiri Tahrrn 2004 Nornor l6

Seri E, I'ambahan Letnbarart Dlerah Kabupaten Kediri

Nomor 13 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor l0

Tahun 2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2006 Nonror 10, T'ambahan Lemiraran Daerah Kabupaten

Kediri Nonror 22 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

E]]WAN PERWAKI LAN RAKYA]' DAI]RAH

KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPA"|EN KtlDIRi TI]NTANC

PERUBAIIAN KETIGA ATAS PERATL,'RAN DAITT{AII

KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2I I'AI-{UN 2OO4 ]"ENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEI.]ANGAN

PIMPINAN DAN ANGCO'TA DL,WAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN KI]DIRI.

Menetapkarn
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

l\omor 21 Tahun 2004 tentang lLedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota. Dewan Perwakilan Itakyat

Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2004 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 13 Seri E ) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

I':abupaten Kediri Nomor l0 Tahun 2006 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2006 Seri D, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19il dan angka 19b diubah dan

diantara angka 19b dan angka 20 disisipkan 3 (tiga) angka

yaitu angka l9c, angka l9d dan angka 19e, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

19a. Tunjangan Komunikasi Int::nsif adalah uang yang

diberikan kepada pimpinan c ln Anggota DPRD setiap

bulan dalam rangka metrdtl.:ong peningkatan kinerja

pimpinan dan Anggota DI:'Rtt.

19b. Belanja Penunjang Operasiorral Pimpinan adalah dana

yang disediakan bagi piml:,inan DPRD setiap bulan

untuk menunjang kegiatan tlperasional yang berkaitan

dengan representasi, pelaye.nan, ditn kebutuhan lain

guna melancarkan pelaksarraan tugas pimpinan DPRD

sehari-hari.

19c. Kelompok Kemampuan [(euangan Daerah aclalah

klasifikasi/klaster suatu claerah untuk menentukan

kelompok daerah tertentu l/ang ditetapkan dengan

formula sebagai dasar perhitrtngan besarnya tunjangan

kornunikasi intensif dan belarrja penunjang operasional

Pimpinan pada setiaP klaster.

19d. Penganggaran adalah rencana keuang:an tahunan yang

dipergunakan untuk mendarrai kelancaran pelaksanaan

tugas pimpinan dan anggota DPITD sesuai dengan

tujuan yang ditetapkan yang rlidaslrrkan pada prinsip

pencapaian dan efektifitas alokc-si dana.
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19e. Pertanggungjawaban adalatr laporan yang memuat

pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai

dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

2. Ketentuan Pasal 10 A ayat (2) clihapus sehingga Pasal 10 A

berbunyi sebagai berikut:

Pasal l0 A

Selain pcnghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan

lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

:). Ketentuan Pasal 14 A, Pasal 14ll, Pasal 14 C dan Pasal 14

D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 A

( 1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 A diberil:an kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD dengan menrpertimbangkan kemampuan

keuangan daerah.

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (l ) terdiri atas 3 (tiga.t kelompok, yaitu :

a. tinggr;

b. sedang;

c. rendah.

(3) Dalam hal kemampuan keuangarr daerah tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a anggota

DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang

representasi Ketua DPRD,

(4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah sedang

sebagaimana dimaksud pada tyat (2.) huruf b anggota

DPRD diberikan paling banvak 2 (clua) kali uang

representasi Ketua DPRD.

(5) Dalam hal kemampuan kt:uangan daerah rendah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c anggola

DPRD diberikan paling banl'ak 1 (satu) kali uang

representasi Ketua DPRD.
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I'asal l.l Il

( 1 ) Penentuan kc-lornpok kernlmpuan keuangan tlaerah

scbagaitrittut clittraksttcl dalanr Prtsal l4A dihitLrrrg,

menggu:iakan fonnula kenrampuatt keuangan daerah

sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi

belania Pegarvar Negeri Sipil Daerah lPNSD).

(2) Pendapatan umum claerah se,tragaimana dirnaksud pada

ayat (l) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah

dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

(3) Belanya PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (I )

terdiri atas gaji dan tunj angan PNSD yang meliputi ga.tr

pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan

beras, dan tuniangan pajak penghasilan (PPh Pasal 2l ).

(4) Pengelornpokan kemampuan keuangan daerah

sebagaimana dinraksud pada ayat (l) untuk Kabupatcrt

Kediri diatur sebagai berikut:

a. diatas Rp 400.000.000.000,00 (errpat ratus milyar

rupiah) dikelornpokkan pada ketrampuan keuangan

daerah tinggi;

b. antara Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar

rupiah) sampai dengar. Rp 400.000.000.000,00

(empat ratus milyar ru;riah) dikelompokkan pada

kemampuan keuangan daerah sedang; dan

c. dibarvah Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus rnilyar

rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan

daerth rendah.

t',ro1 I 4t.-'

(l) Data yang digunakan seba.gai da:;ar penghitungan

kernampuan keuang:rn daerat. sebagaimana dirnaksucl

dalam Pasal l4B adalah data r\nggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) lnduk tahun anggaran

berjalan,uberkenaan.

(2) Penghitungan kemampuan kettangan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



-8

Pasal 14D

(1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaintana

dimaksud dalam Pasal 14A ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan

APBD.

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) dibayarkan tt:rhitung mulai tanggal 1

Januari 2007.

,1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota

DPRD atas penghasilan sebagaimana. dimaksud dalanr

Pasal l0 dibebankan pada APBD.

(2) Paiak Penghasilan Pasal 2l Pimpinan dan Anggota

DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perpajakan.

5. Diantara Pasal 24 A dan Pasal 25 disisipkan 8 (delapan)

pasal baru, yakni Pasal 24 B, Pasal 24 C, Pasal 24 D,

Pasal24 E, Pasal 24 F,Pasal24 G, Pasal2"I H dan Pasal 24 I

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 B

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24, kepada pimpinan [,PRD drsediakan Belanja

Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 14 A ayat (2).
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['asal 24 C'

(1) Dalam hal kernampuan keuangan daerah tinggi, belanja

penuniang operasional pimpinan sebagaimana dinraksud

dalam Pasal 24 B disediakan paling 'uanyak 6 (enam) kali

uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (ernpat) kali

jumlah uang representasi selurr"rh Wakil Ketua DPRD.

(2) Dalarn hal kernampuan keuangan daerah sedang, belanja

penunjang operasional pimpinan sebagaimana dinraksud

dalarn Pasal 24 B disediakan paling banyak 4 (empat)

kalr uang representasi Ketua DPRD ditambah 2'/ (dua

seperdua) kali iumlah uang representasi seluruh Wakil

Ketua DPRD.

(3) D:rllrrr hal kr:rtttnrptuttt kcttangnn daclah rcnthh, hclitttir

pen unjang operasiontl pimpinan sebagaitnana dimaksud

dalarn Pasal 24 B disediakan paling banyak 2 (dua) kali

uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 % (satu

seperdua) kali jumlah uang represenlasi seluruh Wakil

Ketua DPRD.

(4) Ketennran besaran belanja penunjang operasional

pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l),

ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan APBD.

Pasal 24 I)

Belanja Penunjang l)perasional Pimpinan DPIiI)

sebagaimana dirnaksud dalam l)asal 24 B disediakan

terhitung rnulai bulan April tahun 2007.

[:'asal 24 E

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

sebagaitrrana dirnaksud dalam Pasal l)4 B berdasarkan

pertirnbirngan kebijakan pimpinan DPRD clcngan

memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD

sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi-
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I'asal 24 F

( l) Sekretaris DPRD menyusun ar,ggaran Bc'litnla

Penunjang Operasiorral (BPO) Pimpirtan DPRD secara

kolektif berdasarkan kriteria setrage"imana dimerk.sud

dalam Pasal I 4B ayal:. (4) dar I'asal 114 C.

(2) BPO Pirnpinan DPRt) siebagairnana Cimaksud pada ayat

(l ) dipergunakan untuk:

a. representasi, ailara lain men-viimpaikan berbagai

infonnasi dan pennasalahan yang ada di rnasyarakat,

melaksanakan <lan memasyarakatkan Keputusan

DPRD kepada seluruh anggota DPRD;

b. pelayanan, antara lain untuk peiayanan keamanan

dan transportasi;

c. kebutuhan lain, e,ntara lain untuk nrengikuti upacara

kenegaraan, upacara peringatarr hari jadi daerah,

pelantikan pejabat daerah, melakukiln koordinasi

dan konsultasi licpada kepala da,:i:ah, musyarva:'alr

pimpinan daerah. dan tokotr-tol:oh rnasyaral:at,

menjadi juru bica.ra DPR.D dan llernberian bantuan

kepada masyara.kat/kelornpok masyarakat 1,ang;

sifatnya insidenta[.

I'asal 24 G

(1) Sekretaris DPRD menyu5un BPO Pimpinan DPIID yang

difonnulasikan ke dalam Rencana l(6:rja dan Anggaran

' Satuan Ker.1a Perangkat I)aera.l'r (t(iaA-SKPD)

Sekretariat DPRD.

(2) Penganggaran BPO Pimpinan .DPIID sebagaimana

dimaksud pada ayaL (1) clikelompokkan ke dalam

Belanja Tidak I-angsung yang diuraikan ke dalarn jenis

Belanja Pegawai, obyek belanja penunjang operasional

dan rincian obyek belanja penunjarrg operasional

pimpinan DPRD.
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Pasal 24 H

(1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna

barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO

Pimpinan DPRD.

(2) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaranlpengguna

barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung

(SPM-LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRD

sebesar l/12 (satu per dua belas) dari pagrr 1 (satu)

tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah

dengan melampirkan :

a. kuitansi sebagai tanda tarima yang ditandatangani

oleh pengguna anggaran/pengguna barang; dan

b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan

DPRD yang menjelasllarr penggunaan dana akan

sesuai dengan peruntukannya.

(3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat

dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah

diterima telah dipertanggungi awabkan.

Pasal 24 I

(1) Dalam rangka pertanggunglawaban BPO Pimpinan

DPRD, Pimpinan DPRD waiib menandatangani pakta

integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah

sesuai dengan peruntukanny a.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD

dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang

dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO )']impinan

DPRD.

(3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan,

tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat)

dan rvaktu penggunaan dana yang ditandatangani

Pimpinan DPRD.
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(4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada Bendahara P'engeluaran setiap bulan paling

lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

6. Diantara ayat (3) dan ayal (4) Pasal 25 disisipkan I (satu)

ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah,

sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja pimpinan dan

Anggota DPRD yang terdiri atas pcnghasrlan,

penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 2l dan tunjangan

kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD

yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Per;rngkal l)aerah Sckrctariat

DPRD.

(2) Belanja pirnpinan dan Anggota DPRD sebagair-nana

dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 20,Pasal22,

dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD.

(3) Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal

18, dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan

DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2),

dianggarkan dalam Pos Seketariat DPRD yang

diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:

a. Belanja Pegarvai;

b. Belanja Barang dan Jasa,

c. Belanja Modal.

(3a) Belanja Pcnunjang Operasional Pin-rpinan l)Pltt)

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 24 B dianggarkan

dalam Pos Sekretariat DPRD.

(4) Sekretariat DPRD mengelcrla belanja DPRD sesuai

dengan ketentuan peraturall perundang-undangan di

bidang pengelolaan keuangan rtegara.
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Pasal Il

Peraturan Daerah ini mutai berlakur pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 - 6 - 2007

BtTPATI KEDIRI'

ttd

SUTRISNO
Diundangkan di klediri
pada tanggal 29 - 6 - 2007

SEKRETARIS I}AERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

D.IOKO SOEHARNO
LEMBAR}.N DAER,AH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2OO7

NOMOIT l1

Disalin sesuai dengaMslinya

li n. BtiPATl KEDIRI
,TARIS DAERAIII

O SOEHARNO
Iin t)*



PEN.IELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIR]

NOMOR 1I TAHUN 2OO7

TENTANG

PERT]BAHAN KE'TIGA ATAS PERA'IURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 21 TAHUN 2OO4 TEN'|ANG KEDUDTJKAI{ PROTOKOLER DAN

KEL-ANGAN PIMPiNAN DAN ANGGOTA DEWAN PER\A'AKILAN RAKYAT

KABUPATEN KED]RI

I. UNI|I.IM

Perubahr,in ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 200'l

tentang :iledudukan Protokoler dan Keuangan Pimpir:an dan Anggota Dewan

Perra,akilal Rakyat Daerah Kabupaten Kcdiri pada dasarnya disebabkan oleh

terbir.nya Peraturan Pemerintah Nomor 2l 'fahun 2007 . Dengan berlakunya Peraturan

Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian dalanr rangka mendorong

peningkalan l<inerja Dewan Perwakilan Rakyat f)aerah Kabupaten Kediri dan

penyer;uaian penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Disampinpl itu, dengan berlakur^1,a Peraturan Daerah ini sekaligus lebih menjamin

kepilstian hukum, memberikan rasa keadilan, kejelasan pedontan dan

penllangga.lannya.

II. PASAL DF;MI PASAL

Pasal I

Angka I

Ctrkup jelas.

Angla 2

Pasal 10 A

CuLkup jelas

Angk.a 3

Pasal 14 A

Cul:up jelas.

Pasal 14 B

Cukup jelas.
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Pasal i4 C

Cukup jelas.

Pasal 14 D

Cukup jelas.

A,ngka4

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 24 B

Yang dimaksud "disediakan" adalah penyediaan anggaran dalam

Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila

diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD

sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 24 C

Cukup jelas.

Pasal 24 D

Cukup jelas.

Pasal2.4 E

Cukup jelas.

Pasal 24 F

Cukup jelas.

Pasal2r[ G

Cukup jelas.

Pasal24H

Cukup jelas.

Pasal )4I
Cukup jelas.

Arrlgl<a 6

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

I

2

'c

a

TAMBAHAN {.,EMBARAN DAERAH KABUPATEN KED] RI NOMOR 32


